
BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U I ^ N BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR | , f TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA K E R J A PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang 

- P A R A F KOORDINASI 

P E N G E L O L A PARAF 

1 
KEPALA 

BAPPPEDA 

2 KABAG HUKUM V 
3 A S I S T E N 

4 S E K D A 

5 BUPATI T T D 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 

b. bahwa b(;rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara 

Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2 0 2 3 ; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 ;Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Flepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); 

  

' BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
—— NOMOR |& TAHUN 2023. : 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - 

Menimbang : 
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3 ASISTEN. Y 

4 . SEKDA YA 

5 BUPATI : TTD 

. Mengingat 

a.. 

1. 

. TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, . 

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

' Pembangunan Daerah, RKPD “ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

| huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara 

tentang Perubahan Atas Peraturan : Bupati Gorontalo Utara 

Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2023 , | 

Undang-Undang - Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan: Pembangunan | Nasional (Lembaran: . Negara 

Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1): 

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan | 

Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

: Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687):



BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR i r TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA K E R J A PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Dfierah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara 

Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2023 ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); 
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BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
NOMOR 1£ TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
: TAHUN 2023 ) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang : aa. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 

“Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara 

Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2023 , ) 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

2. Undang-Undang Nontor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687 : 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6; Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Ta ta cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2 1 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata c£ira Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah, serta 

Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Fiencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 

Nomor 1312); 

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun ; 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten 

Gorontalo Utara; 

8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengab Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242); 

9. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. 

ICepala 
Bapppeda 

Kabag 
Hukum 

Asisten S E K D A 

Y - T -

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik : Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor . 6. Tahun 2023 tentang i 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang | 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang. Cipta Kerja menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | 

Nomor 6856), ) | 

Peraturari pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan ) 

Evaluasi — pelaksanaan Rencana Pembangunan | Daerah. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia. nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817p | 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara h 

Republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan i 

Daerah Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, serta ) 

Tata cars. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 

Nomor 1312): : i 
Peraturan Daerah. Nomor 1 Tahun: 2011 tentang Rencana: | 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009- 2029 Kabupaten 

Gorontalo Utara, — | 

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun: 2019 tentang “Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Tahun 2018-2023 . (Lembaran Daerah Kabupaten . 

Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242): 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 9 TAHUN 

2022 TENTANG RENCANA K E R J A PEMERINTAH DAERAH TAHUN 

2023 

BAB I 
Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah 

sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara; 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen 

Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, 

yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka 

MenengaJi Daerah (RPJMD). 

BAB I I ; 

Pasal 2 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang 

selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2023, adalah 

dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 

(satu) Tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada Tanggal 1 

Januar i 2023 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. 

(2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari 

pendahuluan, evaluasi basil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan 

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka 

ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan 

sasaran pembangunan 2023, rencana program dan kegiatan 

prioritas daerah Tahun 2023 dan penutup. 

Pasal 3 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJPD 

Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 dan rencana Pembangunan 

Jangka Llenengah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam 

Kepala 
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Menetapkan : 

' MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN. 

ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 9 TAHUN 

2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 

2023 

BAB I 
| Ketentuan Umum 

Pasal 1 5 

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 

1. 

2. 

(1) 

(2) 

(1) 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara: | : 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah | 

sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 

Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen 

Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun,. 

yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan: J angka 

Menengah Daerah (RPJ MP). 

an BAB II | 

“Pasal 2 e NN 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang 

selanjutnya “disebut Perubahan RKPD Tahun 2023, adalah 

dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 

(satu) Tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada Tanggal 1 

Januari 2023 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. 

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari 

pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan 

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka 

ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan 

sasaran pembangunan 2023, rencana program dan kegiatan 

prioritas daerah Tahun 2023 dan penutup. 

Pasal 3... 

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJ PD 

Gorontalo Utara Tahun 2009- 2029 dan rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, sebagaimana ditetapkan .dalam 
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A 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengab Daerah Tahun 2018 - 2023. 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi: 

a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyiisun 

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2023; 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 

(RAPBD -P) Tahun 2023. 

Pasal 4 

Dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2023: 

(1) Pemerintah. Daerah menggunakan Perubahan RKPD tahun 2023 

sebagai balian pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran 

serta peruljahan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA 

dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

(2) Pemerintah Daerah Menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 

sebagai bahan pembahasan RAPBD-P dengan Badan Anggaran 

Dewan Pervakilan Rakyat Daerah; 

(3) Satuan Keija Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD 

Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana 

Kerja dan Amggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan 

Perwakilan Ralgi'at Daerah. 

Pasal 5 

(1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat 

dalam Perubahan RKPD tahun 2023, maka seluruh SKPD harus 

mengalokasikan anggaran APBD-P ke dalam rincian program dan 

kegiatan sijcara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada 

kinerja basil yang inovatif. 

(2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD-P Tahun 2023, 

dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

menjadi be.gian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai 

dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 6 

Badan Perencanaan, penelitian, Pengembangan Daerah dan Badan 

Keuangan menelaah kesesuain antara Perubahan Rencana Kerja dan 

Anggaran 
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023. 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi: ) 

a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun 

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2023, i i i 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 

(RAPBD-P) Tahun 2023. 

Pasal 4 : 

Dalam rangka penyusuman RAPBD Perubahan tahun 2023: 

(1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD tahun 2023 

sebagai bahan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran i 

serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA 

dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

(2) Pemerintah Daerah Menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 

sebagai bahan pembahasan RAPBD-P dengan Badan Anggaran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD 

Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana 

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 5 : 

(1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat 

dalam Perubahan RKPD tahun 2023, maka seluruh SKPD harus 

mengalokasikan anggaran APBD-P ke dalam rincian program dan 

— kegiatan secara efektif dan efisien serta . lebih menekankan pada 

kinerja hasil yang inovatif. 

(2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD- P Tahun 2023, 

dukungan pendanaan Dekonsentrasi 'dan tugas pembantuan 

menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai 

dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 6 

Badan Perenc anaan, penelitian, Pengembangan Daerah dan Badan 

Keuangan menelaah kesesuain antara Perubahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 hasil 

Kepala Kabag Ka 
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pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. 

Pasal 7 

Apabila terdafiat perbedaan antara basil pembahasan RAPBD-P 2023 

bersama Dewjin Perwakilan Rakyat Daerah dengan Perubahan RKPD 

tahun 2023, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian 

sekaligus revisi Perubahan RKPD tahun 2023 berdasarkan basi l 

pembahasan dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. 

BAB I I I 
Penutup 

Pasal 8 

Paraturan BujDati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Gorontalo Utara 

pada tanggal 10 A6'u^7US 2023 

UPATl GORONTALO UTARA, 
I 

T H A R I Q M O D A M G U 

Diundangkan di Kwandang 

pada ta i j ^a l io A&U!,T>UJ 2023 

SEKR2OTRIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

AN LA 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR S'^o 
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pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. 

Pasal 7 Lo 

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD-P 2023 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'dengan Perubahan RKPD 

tahun 2023, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian 

sekaligus revisi Perubahan RKPD tahun ) 2023 berdasarkan hasil 

pembahasan dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. i 

BAB III 

Penutup 

Pasal 8 

Paraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Gorontalo Utara 

| pada tanggal W A6busTus 2023 

(poean GORONTALO, UTARA, 

   THARIO MODANGGU 

Diundangkan di Kwandang 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR $30 
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KABUPATEN GORONTALO UTARA 

LEMBAR DISPOSISI 

SURAT DARI DITERIMA AU\ tU£.* 

NOMOR SURAT NOMOR AGENDA 

rCLSURAT SIFAT SURAT 

MATERI SURAT 
. j M f H l ? ^ - . ? ? f . 

- ^ ^ i l J ^ ^ ^ f ! i ^ 

POKOj&'triSPOSISI DITERtJg(<AN KEPADA YTH, SdrT 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

WAKIL BUPATI 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

STAFAHLI 

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

BAGIAN HUKUM 

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 

BAGIAN PEMBANGUNAN 

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 

BAGIAN PROTOKOLER 8. HUBUNGAN MASYARAKAT 

BAGIAN UMUM 

Proses SesudI Ketentuan Perundangan 

] Telaah / Beri Penjelasan / Saran 

] Proses Lebih Lanjut 

j BIcarakan / Lap. Bupati / Laksanakan 

] ACC/Buan>nggapan/Jawab 

] KorpkSf/Sempumakan 

Koordlnaslkan / konflrmaslkan 

I Pantau 

UMP (Untuk Menjadi Perhatlan) 

Fall (Simpan) 

J Arsip 

DISPOSISI I 

DISPOSISI II 

/ 

DISPOSISI III 
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NOMOR SURAT : DSo / baggpeka lang Iv tang NOMOR AGENDA : - @ag 

TGL SURAT 2 Me 1913 : SIFAT SURAT 

MATERI SURAT —Telaahan Stur 

Penyusuwar Boke Pencgaa Karin Dsadob dau 

C Fi ? Han ng 

1 —— 
DITERUSKAN KEPADA YTH, Sar. POKOK BISPOSIZI 
  

C— Yam 
2. SEKRETARIS DAZRAH 

KU 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

L 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

.— 5, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

PM star au | 

17: BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 

DN. BAGIAN KESELAHTERAAN RAKYAT | 

Po“ 3. BAGAN HUKUM . 

Po 10, BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 

Po“ A1. BAGIAN PEMBANGUNAN 

“112. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

PU 113. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 

CK“ 14, BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAP 

as, eumun   

525 roses Sesual Ketentuan Perundangan 

KM Telaah / Beri Penjelasan / Saran 

PS roses tebin tanjut 

KP Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan 

   
Koordinasikan / konfirmasikan ' 

——J am ' 
KA UMP (Untuk Menjadi Perhatian) 

OA at Simpan) 

—m 

  DISPOSISI 

  DISPOSISI 
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TELAAHAI^ STAF 
Ncmor: 050/BAPPPEDA/2S7/V/2023 

Tentang 
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RICPD) Tahun 2023 

I: Psrsoslsn 
Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan 
strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis Jangka 
Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. 

I I . ;:.:.P,raariggapan :'->Sî f;(l;S Î 
Bahwa RKPD Kabupaien Gorontalo Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan 
Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada dokumen Rencana 
Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 untuk menjadi pedoman penyusunan KUA 
D D A C T m / 1 H n n A D D P l T m / 1 A-^r\ D r . i - i i K o t - . n n D l / D n T o l - i i i n D f m r l i r i i n i n n n f i i l r 
r m . j iiu£.-r u a i i r\r\~>\j c-Kicn u a i i r c i u u a u a i i i\ i\ r ty l a i i u i i C M C J u i s u o u t i U I I L U I \ 

menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan 2023 dan Perubahan 
APBD 2023. 

III. Falcta yang mempengaruhi 
Bahwa di dalam proses penyusunan dokumen RKPD terdapat Musrenbang 
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar 
pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah 
penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan 
i c i i u a i i a i \ c y i a i . a i i | j c i M u a i i y u i i a n u c a a / i v c i u m i i a i i y a i i y uiii i L c y i o D i i v a i i u c i i y a u 

prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pelaksanaan 
Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, 
Regional dan sampai tingkat Nasional 

IV. Analisis 
, Bahwa tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Perubahan 

RKPD adalah: 
s Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada akhir Desember 2022 

i i i i i y y a aiMUl r cuii u a i i x u z . j 

o Pelaksanaan Konsultasi Publik pada pertengahan Februarl 2023 
® Pelalcsanaan Musrenbang Kecamatan pada akhir Februari 2023 
® Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 pada pertengahan Februari 2023 

hingga akhir April 2023 ' 
s Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pada Bulan Maret 2023 
© Penyusunan Rencangan Akhir RKPD pada Bulan Mei sampai JunI 2023 
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' TELAAHAN STAF 

. Nemor: (050/BAPPPEDA/257/V/2023. 

Tenta ng 

Penyusunan Dokumen Rericana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. 

we
 

TT 
ah 

. Praanggapan : 

Persnalan 
Kan Me MPA NA 

— Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai: peranan Oa 

strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis Jangka 2 Tah 

Menengah dengan perencanaan dan: -penganggaran tahunan.    
    

  

       ' Pembangunan Daerah: ARPI )) 202 
DDAS IA dan ADD Aan ah DN Tah ya 3192 diem pambiile 

MJ LULT YAI Af BD. LIA Gan Kerana PUN ratan Alan WMOMDUT PE UP SLUN 

menjadi pedoman. dalam penyusunan. KUA PPAS Perubahan 2023 dan Perubahan 

APBD 2023. | : | 

. Fakta yang mempengaruhi pa 

“Bahwa di dalam proses penyusunan. dokumen RKPD terdapat Musrenbang Ta 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar 

pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah- langkah 

penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan 
eryataban  arndama aan AAA Heh esa maa AitabarmearilaAm 

Am Hala 

. YErkana Kegiatari pernbangunan cesa/kelurahan yang diintegrasikan Gengani Ka 

prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pelaksanaan 

— Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, 0 

— Regional dan sampai tingkat Nasional 

IV. 

0. Bahwa tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Perubahan. ' pt 

. RKPD adalah: . 

s Penyusunan Raricangan Awal RKPD Tahun 2024 pada akhir Desember 2022 — 

Analisis 

hi igga akhi Fr Felirui Uuari 12023 — 

e Pelaksanaan Konsultasi Publik pada pertengahan Februari 2023 

e Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada akhir Februari 2023 

e Penyusunan Raricangan RKPD Tahun 2024 pada pertengahan | Februari 2023 

hingga akhir April 2023 | 

s Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pada Bulan Maret 2023 : 

.. Penyusunan Rericangan Akhir RKPD D pada. Bulan Mei sampai Juni 2023
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e Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Tahun 2024 pada akhir Juni atau 
paling lambat 1 minggu setelah Penetapan RKPD Provinsi 

9 Pelateanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 paling lambat 1 bulan setelah 
r c i i c c a p a i i r \ [ \ r u i a i i u i t Z . U / . - T 

© Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 pada pertengahan 
bulan juni sampai awa! bulan Juli 2023 

o Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023 pada 
pertengahan Jul! 2023 

® Penetapan Pera*:uran Kepala Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 pada 
minggu Ice 2 atau 3 bulan Juli 2023 

o Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 paling lambat 2 
minggu setelah Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 

V. Slnipuiati 
Bahwa berdasarkan hal diatas maka akan dilalcsanakan tahapan penyusunan 
dokumen RKPD tahun ;Z024 dan Perubahan RKPD tahun 2023 Kabupaten Gorontalo 
Utara - -

VI. Saran 
Berdasarkan keseiuruhan poin diatas maka kami mohon persetujuan Bupati 
Gorontalo Utara, guna terlaksana penyusunan dokumen RKPD dimaksud dan biaya 
yang timbui atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Bapppeda 
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023. 

Kwandang, Mei 2023 
y . : . ! * — s « , y* 

Ni^|1973091320C|)121003 

  

0. penetapan: Peraturan Kepala Daerah RKPD Tahun 2024 pada akhir. Juni atau 

paling lambat 1 minggu setelah Penetapan RKPD: Provinsi 

Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang | 

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 paling lambat 1. bulan setelah Ta 
Damnkaana DUDP, Tali YA 
Penetapan AN Lou: 2024 

  

0 Penyusunan: Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 pada. pertengahan 
—. bulanj juni: sampai awal bulan Juli 2023 | 

o Penyusunan : Rancangan. Akhir: Perubahan RKPD tahun 2023 pada 

sa pertengahan: Juli: 2023 | 

0 Penetapan Pera" -uran Kepala Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 pada Ho 

: 000 minggu ke 2 atau 3 bulan Juli 2023 i an 
- —..» Pelaksanaan Periyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang 

| Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 paling: lambat 2 

minggu setelah Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 

“. Simpulan aa : i dh ) 
Bahwa : berdasarkan hal diatas maka akan dilaksanakan: tahapan penyusunan ) 

| -dokumen RKPD tahun 20240 dan Perubahan RKPD tahun 023 Kabupaten Gorontalo 
0. | Utara 0 

     

  

— ML Saran : : Pa oa 0 

| Berdasarkan keseluruhan poin: diatas maka kami mohon persetujuan Bupati 

Gorontalo Utara, guna terlaksana | penyusunan dokumen RKPD dimaksud dan biaya 

| yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan: pada. DPA Bappeda 

| Kabupaten. Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023. Ba | 

0 Ka dang, 3x 2 Mei 2023 "     
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